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MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVI/2018 

Tentang 

“Pendidikan Profesi, Gelar Profesi, dan Asosiasi Profesi” 
 

Pemohon : Sabela alias Sabela Gayo 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (UU Dikti) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 
ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan 
Pasal 44 ayat (4) UU Dikti bertentangan dengan UUD 1945. 

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 

Tanggal Putusan : Kamis, 14 Februari 2019 

Ikhtisar Putusan : 

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai 
Advokat/Pengacara Pengadaan. Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon 
bertindak sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan 
Indonesia (APPI) dan menyatakan memiliki hak untuk mewaikili kepentingan hukum 
APPI baik di dalam maupun di luar pengadilan 

Pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 1 angka 2, 
Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), 
Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) UU Dikti terhadap UUD 1945, maka 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 

 Terkait legal standing (kedudukan hukum), Pemohon menerangkan 
kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai 
Advokat/Pengacara Pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai Pengacara 
Pengadaan Tersertifikasi (Certified Procurement Lawyer/C.P.L) dari IFPSM. Selain itu 
Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah pendiri dan sekaligus Ketua Umum 
Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan menyatakan memiliki hak untuk 
mewaikili kepentingan hukum APPI baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta 
Pemohon memegang sertifikat hak cipta berkenaan dengan Modul/Kurikulum 
Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Modul/Kurikulum Pendidikan 
Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) sehingga menurut Pemohon, dirinya 
memiliki kepentingan hukum dan menganggap hak konstitusionalnya dilanggar atas 
pemberlakuan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi 
Profesi dalam UU Dikti. 
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Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah 
berpendapat: 

Bahwa  Pemohon tidak jelas dalam menerangkan kedudukan hukumnya dalam 
Permohonan a quo apakah bertindak dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga 
negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat ataukah dalam kualifikasi sebagai 
badan hukum (in casu APPI). Selain itu, jika Pemohon bertindak dalam kualifikasi 
sebagai badan hukum (APPI), Pemohon juga tidak menerangkan apakah Pemohon 
(Sabela Gayo), yang menyatakan diri selaku Pendiri dan Ketua Umum APPI, berhak 
bertindak untuk dan atas nama APPI, baik di dalam maupun di luar pengadilan.  

Terkait dengan hal ini, Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dalam 
Pasal 1 Anggaran  Rumah Tangga (ART) APPI, sebagaimana tertuang dalam Akta 
Pendirian APPI yang tertera dalam Akta Notaris H. Zainuddin, SH Nomor 38, 
bertanggal 13 September 2016, diatur perihal Dewan Pendiri. Namun, Pasal 1 ART 
APPI dimaksud selain sama sekali tidak memuat pengaturan perihal hak atau 
kewenangan Pendiri secara individual juga tidak memuat pengaturan perihal siapa 
yang berhak bertindak untuk dan atas nama APPI di dalam dan di luar pengadilan. 
Adapun dalam Pasal 2 ART APPI tersebut diatur perihal Dewan Pimpinan Nasional 
APPI yang ternyata juga tidak memuat pengaturan perihal siapa yang berhak bertindak 
untuk dan atas nama APPI. Dengan demikian, andaipun Pemohon (Sabela Gayo) jelas 
menerangkan bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama APPI, Mahkamah tidak 
menemukan bukti bahwa yang bersangkutan berhak untuk itu. 

Bahwa, Pemohon tidak jelas dalam menerangkan hak konstitusional apa yang 
dirugikan oleh berlakunya sejumlah norma dalam UU Dikti yang dimohonkan pengujian 
dan dalam kualifikasi sebagai apa kerugian tersebut dianggap terjadi, apakah dalam 
kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia atau dalam kualifikasi 
sebagai badan hukum. Adapun yang dimaksud “kerugian” dalam konteks Pasal 51 
ayat (1) UU MK bukanlah kerugian ekonomi melainkan kerugian hak konstitusional. 
Sementara itu, yang dimaksud “hak konstitusional”, berdasarkan Penjelasan Pasal 51 
ayat (1) UU MK, adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.  

Berkait dengan pertimbangan di atas, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan 
yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2018 kepada Pemohon oleh Panel Hakim telah 
memberikan nasihat untuk menegaskan kualifikasinya dalam permohonan a quo, yaitu 
apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia ataukah sebagai badan hukum 
(in casu APPI). Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada 
tanggal 16 Juli 2018 Pemohon ternyata tetap tidak menegaskan hal-hal yang 
dinasihatkan tersebut.  

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa 
Pemohon tidak mampu menerangkan baik kualifikasinya maupun kerugian hak 
konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sehingga 
uraian Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya menjadi kabur (obscuur).  

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas meskipun Mahkamah 
berwenang mengadili permohonan a quo namun Pemohon tidak menguraikan perihal 
kedudukan hukumnya sehingga kedudukan hukum Pemohon menjadi kabur. Oleh 
karena itu, Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok permohonan. 

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 

 


